PERATURAN GUBERNUR I{ALIMANTAN BARAT
NOMOR | 1407 TAHUN 2021 o

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B G

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang

bahwa berdasarkan ke'tenmaﬁ Pasal 97 aya‘i: (1) Ll
Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang =~ =
Perangkat Daerah- sebagaimana telah diubah dengan .
Peraturan Pemerintah Nommor 72 Tahun 2020 tentang'
Perubahan ~Atas Peraturan Pemermtah N0m01 18
Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah i
mengamanatkan bahwa = Perarigkat Daerah yang?*
pelaksanaan  tugas dan fungsmya “telah - dap
dilaksanakan oleh ke}(:}mpok 3abataﬂ fungsaonal
menghapus unit organisasi yang tugas dari fungsm”' .
telah digantikan secara penuh oleh kelompok 3aba‘tan=-_'-;_: .
fungsional; : : _
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( ) humf b"
Peraturan Menteri : Pendayagunaan Apalatur Negala S
Dan Referrna51 Birokrasi - Nomor: 17 ‘Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Admmastrasz ke Jabatan@_f._ -
Fungsional, ~mengamanatkan - bahwa peyetalaan;ll i
jabatan dilakukan pada instansi Daerah ot
bahwa daiam rangka m@wugudkan bzr{)kl a31 yang
dinamis dan profesional" sebagai upaya penmgkatan :
efekmmtas dan efzslensz guna mendukung klmer‘}af:_;

birokrasi melalui penyetaraan Jabatan admmzsu am ke.f"}:-
dalam jabatan fungsional; - o :

bahwa berdasarkan permnbangan sebagmmana_
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perhi
menetapkan Peraturan Gubernur. tentm&g Kedudukan;
Susunan Organisasi, ’I"ugas “dan Fung&n seri:a Tata:}'-_
Kerja Badan Pengelola Perba‘tasan Daerah Provmm? il
Kalimantan Barat; : S o




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara_ e
Republik Indonesia Tahun 1945; L e b o
Undang-Undang Nomor 25 Tahu:ﬁ 1956 tentemg{: e

Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom Provinsi < e

Kalimantan Barat, Kalimantan Seiatan dan Kahmantan---f
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;' T
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negma Repubhk'._ i
Indonesia Nomor 1106); SR
Undang-Undang Nomor 43° Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara (Lembaran Negara Repubizk Indcnesm,_, S
Tahun 2008 Nomor 177, Tambeahan Lem‘baran Negaza_fif-
Republik Indonesia Nomor 4925); - (e st
Undang-Undang Nomor 5 Talmn 201'%L tentang_;‘ s
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Nega:za Repubhk'_:z;_}'. e
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem‘bazan e
Negara Republik Indonesia’ Nom(:ar 5494) e

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te:ntang.f
Pemerintahan Daerah - (Lembaran' : -;Négara:_ R(_e_pja_}:;ﬁ -
Indonesia Tahun - 2014 Nomor 244*"j'_ rfambahan
Lembaran Negara Republzk Indonesza | Yy
sebagaimana telah diubah beberapa kah dan _
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:_
tentang Cipta Kerja (Lembaraﬂ Negarai- Republzkf
Indonesia = Tahun 2020  Nomor 245, Ta

Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomel 657 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Repubhk"'
Indonesia Tahun 2016 Nomor . 114 Tambahanf
Lembaran Negara Republik - Indonesaa Nomor 5887);
sebagaimana  telah dzubah dengan Peraturanfz.
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 i:entang Perubahan:

Atas Peraturan Pemerintah Nomor’ 18 Tahun 2016}:
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negm‘&-ﬁepubhk.
Indonesia Tahun 2019 Nomior ™ '187, _.:;5:Tambahan. :
Lembaran Negara Republik Indonesla I‘iomor 6402); :

Peraturan Pemermtah Nemor 11 Tahun 2017 Tent&mg fi_'_ ;
Manajemen Pegawai Negeri | Slpll (Lembaran Negara':f'f;
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Taanbahan_;_"f_;._-’
Lembaran Negara Republik’ Indonesm Nomor 6037) =
sebagaimana = telah diubah dengan - Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pe:m‘bahaﬂ--E
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201’?’_-'
Tentang Manajemen Pegawm Negerx S}pﬂ (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 201’? Nomor 63, Z:_i :
Tambahan Lembaran = Negara Repubhk Indor_;eszal_”":" '"'
Nomor 67); e
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8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 140 Tahun" U
2017  tentang Pembentukan Badaﬂ Pengelela HE
Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republlk'_r'--_. Ll
Indonesia Tahun 2018 Nomor 21); Do

9. Peraturan Menteri Peraturan- Mentem Pendayagunaan .
Aparatur Negara Dan Reéformasi Blrokras1 ‘Nomor" 1’711'--'_3-'::;:
Tahun 2021  Tentang  Penyetaraan ' Jabatan“_]_- I R
Administrasi ke Jabatan Funggzonal (Benta Negala'_;'.'ﬁff_ i
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomel 525) _ (RTIE

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 teniang
Pembentukan dan Susunan Peremgkat Daerah Provmsif""
Kalimantan  Barat (Lemba:ran Daerah Provmsp- :
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8; Tambahanfj_f S PR
Lembaran Daerah Provinsi Kalmantan Barat Nomor 6) R
sebagaimana telah diubah: beberapa kali dan tei‘akhzr*f
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 ’I‘ahun 2021'3-';.-"’5'-."
tentang Perubahan Kedua- Atas Peraturafl Daerah:--; :;3'

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenmkan daﬁ_i :
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kahmantan Barat;
(Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Ba:rat Tahun-'_
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provmsz-'?‘-_l
Kalimantan Barat Nomor 5); - - L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN i
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA.
KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH:
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. : Tt

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggar aan umsan pemel 111taham olehff:"_::
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah menurut Asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip . otonoml Seluas Iuasnyal_
dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesmﬁ_ﬁ;_ :
sebagaimana dimaksud dalam Uﬂdang-—Undaﬂg Dasar Negara Repubhk‘.._f_q
Indonesia Tahun 1945, E _ SR :

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebagaz unsur penyelenggam_'_'__” L
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusaia pemermtahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barai: ok

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretems Daerah vams:t Kallmantan Barat

BEEDNE




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudulan d1 baWah dan o
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Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Ka}iman'tén -}'aafatj.:yahg -
selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan

Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaaﬂ b'a't'a's' .Wﬂa’y‘ah '

negara dan kawasan perbatasan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov1n31 '.:

Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan tekms oper asmnal"ﬁ .
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengeiola Pe1ba‘i:asan s

Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Bipil Negara yang Seiaﬂjutnya disingkat ASN adalah profeSI bagi“_' N ;
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per_]anﬁan 1{81_]& yang'_.' SR B

bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sip]l Negara yang selanguuiya, disebut Pegawm ASN__._'-* Ry

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian -
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas. SR
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas r;egara 1&13:11137& dan SREURE IR S

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS. adalah’ warga: negala.
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN- SN HNE
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuly mendudukl jabatan SR

pemerintahan.

.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fuﬂgsz dan';_.
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admz:ms‘trasz pemermtal‘lan_f_fg £

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN vyang mendudukz Jabatan.-'_'_

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs1 dan i
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 'pada SIEEER M

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduk1 Jabatan-_- E

Fungsional pada instansi pemerintah.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan: Fungsmonal yang S

selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan ‘Pejabat.

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuazan / Inpassmg L

pada jabatan fungsional yang setara.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang . merupak:a:ﬂ pemlsahf__

kedaulatan suatu negara vang didasarkan atas hukum mtemaszonal

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang tel 3etak pada:_:_-'_._'f-z.
sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara 18.11’1, dalam'_{;:_ | g i
hal batas wilayah negara di darat, kawasan berbatasan berada d1 : S

kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN

‘Pasal 2

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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. BAB II1
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

BPPD mempunyai tugas menetapkan ke‘bgakan program . pembangunm*p__
perbatasan, menetapkan rencana -kebutuhan anggaran, mengkoordmas;kan__}'_.' o
pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan tgrhadap:;f_'__.
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perba’casaﬂ sesu:su ke‘i:erztuan{f-

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas Sebagazmana dimaksud dalam Pasal 3 BPPD =

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pengelolaan batas xmlayah negara dan ;
kawasan perbatasan; v .

b. perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan faszhtaszl .

kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, momtormg dan evaluam
pengelola perbatasan; : .

c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi perenoanaan dan faszhtas__ L
kerja sama, serta koordinasi pelaksanaan, momtcmng dan evaluasr‘*“

pengelola perbatasan;

d. pengoordinasian dan pembinaan teknis dl bzda:ﬁg pengelola&n batas ;'
wilayah negara dan kawasan perbatasan; :

e. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan batas mlayah negara dan '::

kawasan perbatasan;

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akm’ztabﬂltas Kmerga Instcmsf
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di llllgkungan BPPD

g. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan,{;"
penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perba‘é:asan
sesual dengan  skala  prioritas, pengkoordlna81m1 pelaksarlaan i
pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan fasﬂztasz penegdasan,
pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah 'negam, penoznvemamsasmnf‘
potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona. pengembangan :

ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona Iamnya dl 1<awasa1__._
perbatasan;

h. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 'Lerhadap pelaksanaan:j;_;-
pembangunan kawasan perbatasan; - :

i. pelaksanaan administrasi BPPD; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yaﬁg dlbenkan olehf
Gubernur di bidang pengelola kawasan perbatasan sesueu keten‘i,uan
peraturan perundang-undangan. '
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan organisasi BPPD terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
¢. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
d

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola
Perbatasan;

e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ind.

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf a, -
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan -
badan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala -
Badan mempunyai fungsi :

a.
b.

h.

penetapan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;

perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi

kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan faszh‘icam
kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan
dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi,

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang koordinasi _pefeltacanézan' =

dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iéfcrmaéi -
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKITP) dann
pelayanan publik di linglungan BPPD;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkmng'ah?Bé.dan; :

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi -
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
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i. pemberian saran dan pertzmbangan kepada Gubernur berkenaan dengan:__ ' | | —
perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan ‘dain faszh‘tam S R

kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan |

j- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bldaﬂg pengeloiaan‘_.':
kawasan perbatasan yang diberikan oleh Gubernur sesusi ketentuan L

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal & B
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d1p1mp11’1 L

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan berianggung}awab kepada

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan d1
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum daﬂ admmis‘trasz

kepeg&w&ian pengelolaan keua:ﬁgan dan aset, serta belhnggung}awabf: i i

lingkungan BPPD

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekmtariat'.:-_:-_"'_.':-- 5

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di lingkungan kesekr etarlatan, e e

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di b}dang penwsunan._'__-__'i.._l"_'ff
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan. aparatur Serta:f} S

pengelolaan keuangan dan aset;

¢. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bldang penyusunan rencana: g
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengeloiaaﬂ i

keuangan dan aset di lingkungan BPPD sesuai ketentuan peraturan L
perundang-undangan; - '

d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kelja,' T
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta peng eiolaarl keua:ngan--.ﬂ- VT

dan aset;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana ke:rja,
monitoring dan evaluasi, umurm dan aparatur, serta pengelclaan keuangm’lj’__-j_i'.

dan aset di lingkungan BPPD;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencaha’ ke:erga di hngkungan--’f'-_f];:ﬁ s

BPPD sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokr a81, S1stem Al«:untabzhtas :_':'

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pe}ayanan pubhk d1 }mgkungan'-f S

BPPD;




Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam -~
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan méngolah'baha11 T
kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan?f o
keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesual dengam- SR
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pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
kesekretariatan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap  pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan BPPD; dan

pelaksanaan fungsi lain di hidang kesekretariatan yang diserahkan oleh .
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maﬁﬁ%iﬁagiy;é

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di’ bawah dan- -

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12 Sub' TEIL

Pasal 13

Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangangdan 'Ase‘t;. _

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan ke];ijakan :di' bida'ng';._": 8

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan o
keuangan dan aset di lingkungan BPPD; '

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm : dl“'” -
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dem fu:ngsa di- L
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evalu_am ‘serta
pengelolaan keuangan dan asef; a

pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, momtormg da:n ]

evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peratur
perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Baglaﬂ L

Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
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g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekrefaris béﬂééﬁé{éﬁ '-aéngs;ﬁ"fj | o
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana  kerja, momtormg dan’ SR R

evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap_f::',f St |
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan fenca_na kezja

monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuaﬂgan dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang -":';": o

diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalamPasaEl 1 .ﬁjéjf'_a'ff; :
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan’ k’ebﬁaléan diow
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan peiaksanaan keglatan sesu&u o

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Apara‘i:u:r

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgai{em dl bldr—mg

umum dan aparatur di lingkungan BPPD;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan .mgas‘ __déi_‘l . funvm d1

lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan ‘tugas da.n funam dl_'}:' £ 1

bidang umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparaiur Sesuaj keten‘tuan'f*_” el

peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Eaﬂan Ummn dan Aparatur

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris’ berkenaan dengan o

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan . penyusunan }aparan terhada,p' o .

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur' dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan apazatur yang ciiserahkan

oleh sekretaris.

Bagian Kelima BRI K
Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama =~ .
Pasal 16 o

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kezjasama sebawalma:na:.;_-; |
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepaia Bldangﬁf'-’"': L

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan i
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Pasal 17

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama 1nempun§ai tugas

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi-~ @
perencanaan pembangunan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan -
dan  Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) - serta : @ =
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 2R

bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bldang--: S

Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungm

a. penyusunan program kerja bidang koordinasi perencaﬁaan pembanaunan S

dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzdang koozdmam - S

perencanaan pembangunan dan fasilitasi kerjasama di - kawasan’["l
perbatasan; : :

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang :kodr_di_ﬂas_i._' LR
perencanaan pembangunan dan fasilitasi Kkerjasama °di :kawasan'-' '

perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan ; d1 bldang_
koordinasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi kerjasama di: kawasan o R R
perbatasan serta Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia - (Sosek Mahndo) SRS S

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan pembaﬂgunan*f-'- e

dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm d1 :
bidang koordinasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi: kezjasama dl_ S

kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-—undangaﬂ o
g pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkerxaaﬂ S

dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanasil pembangunan o

dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaem tugas di bnziang - '_
koordinasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi kergasama dl kawasan‘-__j : ; EPRE

perbatasan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bada,n (:11 bzdang_-.”_...: SR

koordinasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi kerjasama di kawasan'_'-
perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam _
Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaiua& o
Pengelola Perbatasan '

Pasal 19

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monﬁ:ormg dan Evaluasi Pengeloia Perhatasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin’ oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.
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Pasal 20

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang koordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan  pelaksanaan  pembangunan  kawasan  perbatasan  serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja bidang koordinasi pengendalian, pengawasan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi -
pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan -
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi -~
pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan -

pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai keftentuan
peraturan perundang-undangan,;

d. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

koordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan -

pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan, C

e. pengoordinasian kegiatan di bidang koordinasi pengendalian, pengawasari, -
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan. fu’ngéi di

bidang koordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, e’valua_si dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pengendalian, pengawasar,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan . .

perbatasan; E

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
koordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang

koordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

i
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Passl 5 ayat 1y hm uf
e dapat dibentuk untuk melaksanakan keglatan teknis opemsmnal atau
kegiatan teknis penunjang badan. : - e

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada'ajiéd .(1) d1p1mpm oleh _ L
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertaﬂggungjawab kepada Fae
Kepala Badan melalui Sekretaris. '

Pasal 23

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 'Tata"Kérja' Ui*i'i't"' S
Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peratmaﬂ Gubernur Sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan. = '

Bagian Kedelapan

Kedudukan dan Tugas Kelompok J abatan -'-Fﬁngsibn'al. _' S

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dunaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan Jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Admmlstrasz berkartan dengan
pelayanan teknis fungsional. : e :

(2} Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan j&b&i&ﬂ dﬂakuka:a
sesuai dengan rekomendasi penetapan per setu;uan dan kementerlan
terkait sesuai ketentuan peraturan pemndanmundanwan - '

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1}
berkedudukan di bawah dan bertanggung gawab secara Iangsung kepada
Pejabat Administrator. _ FRol

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dllakukan penyetaraan e
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal o
dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator. Keiompok Jabatan
Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yanc dzplmpm oleh pejabat
fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yaﬁg dztunjuk,_ sampai-
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengaiur tentang
Koordinator dan/atau Sub Koor dma‘tor Jabatan Fungsmnal

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koor dmas1 tugas tambahan Serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Komdma‘cor Keiompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4);. dlamr lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai kei:entuan
peraturan perundang-undangan,




(1)

(5)
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Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional yeng diangkat melalui -

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat =

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan.
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan |

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik =~ =
ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme  penyetaraan jabatan -
diberikan penghasilan sama dengan jabatan yang diduduki sebeiumnyaf o
sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan pelﬁndang-undaﬁgan“

mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki dlseta:z akan'
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya’ sampai-
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.. '

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagalmana dlmaksud' ERRE
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas  Jabatan TR
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundangm SRR i

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. -

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegaxvai ASN R

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndamg— :
undangan. :

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawal ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan - pemndang~ : :'_:5

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPPD memperhaﬁkan syarat'-'. o

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan pemndang~undanga1‘1

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi SR N

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketemtuan
peraturan perundang-undangan,

Formasi Pegawai ASN di lingkungan BPPD disusun sesuai ketentuan |
peraturan perundang—undangan
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Pasal 28

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan o

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan  bidaig

tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan :
birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiztan Sebagazmana*_. -

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan jyang -

diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai ciengan ketenman -

peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan"_éébég@iiﬁé_ﬁ@
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua’ puluh. Iiz'n'a:'_-. L
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebngkai lebih EERS

tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka: Kredit; yang -
diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan
profesi. '

" BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 29

(1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membma mengawam
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan pemnjuk kelja kepada_-'__'_:fj__"}j_fi"

bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admzmstram dan Pejabat SRR

Fungsional wajib menerapkan prinsip . koordinasi, mtegras1 dan}_

sinkronisasi, baik di lingkungan BPPD maupun antar Peraﬂgkat Daerah : :

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fuﬁgm pengawasan
di lingkungan BPPD dan mengambil langkah-langkah yang. diperlukan . o
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan pera"curan perundz—mg— P

undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 30

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan Ilaporan pelakaanaaﬂ tu“asnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui - Sekretarzs Daezah.-_' T

perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kineija kepada Gubemur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat wakiu yang - dlsusun sesuau R B

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan BPPD wajib mematuhi k@bljakaﬁ yang:, :

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima daﬁ':‘baﬁahéind&n" | : _. :
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam’ membenkan RS G R
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretams guna e

(1

(2)

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN yang.-'j:_-'.:
melaksanakan tugas pada BPPD tetap melaksanakan tugasnya sepangang'_-ir i

ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tuoas serta

memberikan penjelasan teknis atau keterangan  kepada atasan masmg“._ - R

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dlbebankan pada'*-”f

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lam.n}a:’j. gL

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negma

BABRB VIIL
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPPD dﬁ:et&pkan oleh

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang . hertanggung;awab d.1 bldang:fisﬁ_?‘_i._ : .' |
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataaﬂ_'f i

organisasi BPPD sesuai ketentuan peraturan: perundang—undangan

Kepala Badan wajib memberikan dukungan darn kerja sama dalam"_j;f ;_f' i [F8E
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPPD sesual ketentuan'_i_':;"- e

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar selumh Pe;ab&t ey
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedﬁman pada keten‘tuar:

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalaﬂ
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan: Gubernur Nomor- R B e
67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan I‘ungs,i i
serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan = = .
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 68) BEP SRt
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. g

Pasal 35 _
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun{iangan Peratman
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Prownsz RE
Kalimantan Barat. - h

Ditetapkan di Ponfianak e
pada tanggal 3¢ i
%GUBERNUR’ KALIMANTAN BARAT ,,ﬁ’

AVsutARMiDgT

Diundangkan di Pontaanak
pada tanggal o Suf 4 72

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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